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ABSTRAK

Berkembangnya teknologi di era industri 4.0 saat ini  menyebabkan perubahan
dari segala aspek kehidupan manusia dan memunculkan berbagai inovasi. Salah
satu inovasi tersebut yaitu munculnya smart contract. Perbedaan mendasar antara
smart contract dengan kontrak konvensional terletak pada medianya yaitu smart
contract sudah menggunakan media elektronik. Smart contract mampu untuk
meningkatkan produktivitas dalam melakukan bisnis apabila dibandingkan dengan
kontrak konvensional. Tujuan daripada penelitian ini untuk mengetahui mengenai
perlindungan hukum pelaksanaan smart contract di Indonesia dan Uni
Eropa.Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian yaitu metode penelitian
yuridis normatif, dengan melakukan pendekatan perundang-undangan dan
pendekatan perbandingan. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis dan
menggunakan teknik pengumpulan data studi kepustakaan. Penelitian ini berfokus
pada perlindungan pelaksanaan smart contract Pada saat ini regulasi yang
digunakan untuk mengatur mengenai smart contract yaitu Undang-Undang
Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun
2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan Peraturan
Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan
Transaksi Elektronik (PP PSTE). Namun peraturan tersebut mengakomodir secara
komprehensif mengenai smart contract secara khusus, sehingga terdapat celah
hukum dalam peraturan smart contract di Indonesia. Melalui celah hukum
tersebut penulis ingin melakukan penelitian terhadap bagaimana sistem hukum
Indonesia mengatur mengenai pelaksanaan smart contract. Maka dari itu, penulis
ingin menggunakan analisis komparatif dengan peraturan di Uni Eropa yaitu
General Data Protection Regulation (GDPR). GDPR menjadi salah satu peraturan
yang digunakan oleh negara Uni Eropa dalam penerapan smart contract dan
GDPR sudah mengatur secara khusus mengenai smart contract.

Kata Kunci : Smart Contract, Pengaturan Indonesia, Pengaturan Uni Eropa
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ABSTRACT

The advancement of technology in the era of Industry 4.0 is currently causing

changes in all aspects of human life and giving rise to various innovations. One of

these innovations is the emergence of smart contracts. The fundamental difference

between smart contracts and conventional contracts lies in their medium, with

smart contracts utilizing electronic media. Smart contracts are capable of

enhancing productivity in business compared to conventional contracts. The

purpose of this research is to understand the legal protection of the

implementation of smart contracts in Indonesia and the European Union. The

research method used is normative juridical research, employing legislative and

comparative approaches. This study is descriptive-analytical and utilizes literature

review as the data collection technique. The focus is on the protection of smart

contract implementation. Currently, the regulations governing smart contracts in

Indonesia include Law Number 19 of 2016 concerning Amendments to Law

Number 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions (ITE

Law) and Government Regulation Number 71 of 2019 concerning the

Implementation of Electronic Systems and Transactions (PSTE Regulation).

However, these regulations do not comprehensively accommodate smart contracts

specifically, leading to legal loopholes in smart contract regulations in Indonesia.

Through these legal loopholes, the author aims to investigate how the Indonesian

legal system regulates the implementation of smart contracts. Therefore, the

author intends to conduct a comparative analysis with regulations in the European

Union, specifically the General Data Protection Regulation (GDPR). GDPR is one

of the regulations used by EU countries in the implementation of smart contracts,

and it specifically addresses smart contracts.

Keywords : Smart Contract, Indonesia Law, European Union Law
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ABSTRAK 

 

Setiap orang dalam menunjang berbagai kebutuhan hidupnya memerlukan jasa 

ekspedisi pengiriman. PT TIKI sebagai pelaku usaha jasa ekspedisi hadir ditengah 

masyarakat untuk mengirimkan barang dari satu tempat ke tempat yang dituju 

dengan cepat, selamat, dan aman sesuai apa yang diperjanjikan dengan konsumen. 

Namun dalam prakteknya, terdapat konsumen yang dirugikan oleh TIKI akibat 

keterlambatan dalam pengiriman barang. Atas kerugian yang dialami konsumen, 

PT TIKI dijatuhi hukuman sanksi administratif dan pidana denda, yang pada 

awalnya sanksi administratif sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) 

diperbaiki dalam kasasi menjadi sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan 

pidana denda yang awalnya sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta 

rupiah) dihapuskan dalam tingkat kasasi. Permasalahan yang ditimbulkan dari 

penelitian ini ialah bagaimana bentuk pertanggungjawaban PT TIKI sebagai pelaku 

usaha terhadap konsumen atas keterlambatan pengiriman barang dan bagaimana 

pertimbangan hukum dalam penetapan sanksi terhadap PT TIKI atas ketelambatan 

pengiriman barang berdasarkan studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 175 

K/Pdt.Sus-BPSK/2021. Metode penelitian yang digunakan adalah metode 

penelitian normatif dengan mengkaji putusan, peraturan perundang-undangan, teori 

yang berkaitan, dan dilengkapi dengan wawancara. Tanggung Jawab TIKI terhadap 

konsumen atas keterlambatan pengiriman barang ialah mengganti kerugian dengan 

ganti rugi sesuai dengan apa yang telah disepakati dalam perjanjian. Sanksi 

administratif yang dijatuhkan kepada TIKI ialah sebagai bentuk hukuman terhadap 

pelaku usaha yang telah merugikan konsumen dengan nominal sanksi yang 

dipertimbangkan sesuai dengan nilai kerugian yang dialami konsumen serta pidana 

denda yang dihapuskan karena BPSK sebagai lembaga pertama yang menjatuhi 

hukuman tersebut tidak memiliki wewenang untuk menjatuhi pidana denda. 

Kata Kunci : Ganti Rugi, Keterlambatan, Pengiriman, Tanggung Jawab 
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ABSTRACT 

 

Everyone in supporting their various life needs need expedition services. TIKI is an 

expedition service that offers goods delivery services from one place to the intended 

place quickly and safely according to what is agreed with consumers. However, in 

practice, there are consumers who are harmed by TIKI due to delays in the delivery 

of goods so that TIKI was sentenced to administrative sanctions and criminal fines, 

which initially administrative sanctions of IDR 200,000,000 (two hundred million 

rupiah) were fixed in cassation to IDR 1,000,000 (one million rupiah) and a fine of 

IDR 150,000,000 (one hundred fifty million rupiah) was initially waived at the 

cassation. The problem arising from this  study is how TIKI as a business actor is 

responsible for consumers for delays in shipping goods and how legal 

considerations are in determining sanctions against TIKI for slow delivery of goods 

based on the study of Supreme Court Decision Number 175K/Pdt.Sus-BPSK/2021. 

The research method used is a normative research method by reviewing decisions, 

regulations, related theories, and interviews. TIKI's responsibility to consumers for 

delays in shipping goods is to compensate for losses with compensation in 

accordance with what has been agreed in the agreement. The administrative 

sanctions imposed on TIKI are a form of punishment for business actors who have 

harmed consumers with nominal sanctions considered in accordance with the value 

of losses suffered by consumers and fines that are abolished because BPSK as the 

first institution to impose these penalties does not have the authority to impose fines. 

Key Words : Compensation, Delay, Delivery, Responsibility 
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ABSTRAK

Dewasa ini ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) telah berkembang secara
eksponensial hingga telah merestrukturisasi peradaban manusia menuju peradaban
digitalisasi yang kemudian melahirkan berbagai inovasi digital. Salah satu
contohnya adalah artificial intelligence (AI) yang telah membantu pekerjaan
manusia. Namun, di tengah era digitalisasi saat ini, IPTEK layaknya pisau bermata
dua karena di satu sisi dapat membantu sementara di sisi lain dapat menimbulkan
permasalahan yang berkaitan dengan data pribadi. Terbaru, dunia dihebohkan
dengan pemberitaan mengenai bocornya lebih dari 101.000 data pengguna
ChatGPT selama kurun waktu Juni 2022 hingga Mei 2023 yang merugikan para
pengguna karena tersebarnya data pribadi mereka. Terjadinya peristiwa ini
menimbulkan pertanyaan mengenai pertanggungjawaban OpenAI selaku
penyelenggara ChatGPT dan upaya yang dapat ditempuh oleh pemilik data yang
dirugikan. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan
mengkaji data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Berdasarkan
hasil penelitian yang didapatkan, OpenAI sebagai penyelenggara agen elektronik
dan pengendali data telah melakukan perbuatan melawan hukum dikarenakan lalai
dalam menjaga sistem elektroniknya yang menyebabkan peretas dapat dengan
mudah masuk ke dalam Redis milik OpenAI. Hal ini menunjukkan bahwa OpenAI
telah melanggar asas dan peraturan yang berlaku di Indonesia sehingga dalam hal
ini OpenAI dapat dimintakan pertanggungjawabannya oleh para pemilik data
berdasarkan asas extra territorial judiction. Pemilik data yang dirugikan dapat
mengajukan upaya alternatif penyelesaian sengketa terlebih dahulu dengan
mengirimkan email sesuai prosedur yang tertera pada terms of use platform
ChatGPT. Namun, apabila penyelesaian tersebut tidak berhasil maka pemilik data
dapat mengajukan permohonan penyelesaian sengketa melalui mekanisme arbitrase
internasional dengan hukum beracara yang berlaku di California.

Kata Kunci: ChatGPT, Kecerdasan Buatan, Kebocoran Data Pribadi
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ABSTRACT

Nowadays, science and technology have exponentially progressed, restructuring
human civilization towards a digitized era that has given rise to various digital
innovations. One notable example is artificial intelligence (AI), which has
significantly aided human tasks. However, in the current era of digitization, science
and technology acts as a double-edged sword, as it can be beneficial on one hand
while causing issues related to personal data on the other. Most recently, the world
was alarmed by reports of a leakage of over 101,000 ChatGPT user data between
June 2022 and May 2023, causing harm to the affected users due to the exposure
of their personal information. This incident raises questions about the
accountability of OpenAI, the provider of ChatGPT, and the efforts that can be
taken by the affected data owners. The research conducted employs a normative
juridical approach, examining secondary data obtained through literature reviews.
The research findings indicate that OpenAI, as the provider of the electronic agent
and controller of data, has engaged in an unlawful act due to negligence in
safeguarding its electronic system, allowing hackers easy access to OpenAI's Redis.
This demonstrates OpenAI's violation of principles and regulations in Indonesia,
thus making OpenAI liable for accountability based on the principle of
extraterritorial jurisdiction. Data owners who have suffered harm can initially seek
alternative dispute resolution measures by sending emails following the procedures
outlined in the ChatGPT platform's terms of use. However, if this resolution proves
unsuccessful, data owners can file a dispute resolution request through
international arbitration mechanisms, governed by the procedural laws of
California.

Keywords: ChatGPT, Artificial Intelligence, Personal Data Leakage
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ABSTRAK 
 
Pesatnya perkembangan teknologi memunculkan inovasi baru bernama robot trading. 
Robot Trading yang merupakan adalah sistem yang dirancang untuk mengotomatisasi 
transaksi saham sehingga membebaskan manusia dari tantangan pemantauan pasar 
saham serta berfungsi sebagai alat bantu para pedagang (expert adviser). Dalam 
konteks pasar saham, perdagangan robot biasanya dikaitkan dengan sekuritas yang 
menawarkan fitur seperti pemesanan otomatis atau akses pasar langsung dan robot 
algoritmik. Fitur-fitur tersebut berfungsi untuk mencatat transaksi dan melaporkan 
aktivitas keuangan. Saat ini, robot trading diatur melalui Peraturan BAPPETI Nomor 
12 Tahun 2022, namun peraturan tersebut belum memberikan rincian spesifik 
mengenai penggunaan robot trading. Hal ini lah yang kemudian disalahgunakan oleh 
sejumlah oknum yang menimbulkan kerugian bagi masyarakat. Metode penelitian 
yang dipakai adalah metode penelitian yuridis normatif yang bersifat deskriptif analitis 
dengan menggunakan pendekatan  perundang-undangan dan pendekatan kasus guna 
mengkaji data yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan.  Berdasarkan hasil 
penelitian ini menunjukkan belum adanya peraturan khusus yang mengatur 
penggunaan robot trading dan hanya berpatokan pada peraturan tentang Perdagangan 
Berjangka Komoditi, khususnya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 yang 
mengubah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka 
Komoditi. Peraturan terkait robot trading baru muncul setelah adanya kasus-kasus 
penting sehingga mendorong BAPPEBTI menerbitkan Peraturan Nomor 12 Tahun 
2022 yang fokus pada penyelenggaraan Jasa Konsultasi Informasi Berbasis Teknologi, 
khususnya Expert Advisor. Belum adanya perlindungan hukum yang konkrit yang 
memadai bagi investor menimbulkan ketidakpastian yang mencari keadilan dan 
transparansi Oleh karena itu, diperlukan suatu terobosan hukum baru agar peristiwa 
seperti ini tidak terulang kembali. 
 
Kata Kunci : Robot Trading, Pengaturan Robot Trading, Perlindungan Hukum. 
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ABSTRACT 
 
The rapid development of technology has given rise to an new innovation known as 
robot trading. Robot Trading is a system designed to automate stock transactions, 
freeing humans from the challenges of monitoring the stock market and serving as a 
tool for traders (expert advisers). In the context of the stock market, robot trading is 
often associated with securities that offer features such as automatic ordering or direct 
market access and algorithmic robots. These features function to record transactions 
and report financial activities. Currently, robot trading is regulated through BAPPETI 
Regulation Number 12 of 2022; however, this regulation lacks specific details 
regarding the use of robot trading. This gap has been exploited by certain individuals, 
resulting in losses for the public.  The research methodology employed is normative 
juridical research, which is descriptive-analytical in nature, utilizing a legislative 
approach and case analysis to examine data collected through literature studies. The 
research findings indicate the absence of specific regulations governing the use of 
robot trading, relying instead on regulations related to Commodity Futures Trading, 
particularly Law Number 10 of 2011 amending Law Number 32 of 1997 on Commodity 
Futures Trading. Regulations regarding robot trading emerged only after significant 
cases, prompting BAPPETI to issue Regulation Number 12 of 2022, focusing on the 
provision of Technology-Based Information Consultation Services, especially Expert 
Advisors. The lack of concrete legal protection for investors creates uncertainty, 
leading them to seek justice and transparency. Therefore, a new legal breakthrough is 
needed to prevent the recurrence of such events. 
 
Keywords : Robot Trading, Regulation of Robot Trading, Legal Protection 
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A. Nama : Nugraha Budi Raharja 

B. Judul Skripsi : Pelaksanaan Asas Keseimbangan Hukum Terhadap 

Kreditur Dalam Moratorium Terhadap Perjanjian Penundaan Kewajiban 
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D. Kata Kunci : Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Kepailitan, 

Moratorium 

E. Isi : 

Salah satunya dampaknya pandemi Covid 19 ialah terganggunya 

kestabilan ekonomi mengakibatkan meningkatnya kasus Penundaan 

Kewajiban Pembayaran Utang dan Kepailitan diajukan pada Pengadilan 

Niaga, salah satunya Putusan No. 245/Pdt.Sus-

PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst. yaitu antara PT Bank Maybank Indonesia 

Tbk menjadi Pemohon dan PT Pan Brothers Tbk sebagai Termohon. Amar 

dari putusan tersebut menolak permohonannya Penundaan Kewajiban 

Pembayaran Utang pada pertimbangan PT Pan Brothers sudah memiliki 

moratorium pada Pengadilan Tinggi Singapura. Putusan tersebut dianggap 

tidak bisa membagikan kepastian hukum dan perlindungan hukum sebab 

Indonesia sebagai negara berdaulat tidak wajib untuk tunduk pada putusan 

negara lain. Tujuan penelitiannya agar mengetahui penerapan asas 

keseimbangan pada perlindungan hukum terhadap konsumen dalam 

moratorium perjanjian Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan 

Pailit Indonesia. Teknik penelitian ialah hukum normative, pendekatan 

UU. Sumbernya dari bahan hukum primer, sekunder, serta non-hukum. 

Setelah ditelaah, hasil penelitian menemukan pemberlakuan moratorium 

terhadap Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan Pailit secara 

merata tidak mencerminkan asas keseimbangan dan asas keadilan terhadap 

perlindungan hak kreditur karena debitur yang sebenarnya tidak 

membutuhkan moratorium pun atau yang beritikad tidak baik akan ikut 

mendapatkan manfaat dari pemberlakukan moratorium. Disarankan agar 

pemerintah dapat melakukan perubahan ketentuan terhadap UU No. 37 

Tahun 2004 terkait Pailit dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, 

untuk mengisi kekosongan hukum guna mengatasi permasalahan 

perekonomian di Indonesia, khususnya mengenai ketentuan Penundaan 

Kewajiban Pembayaran Utang. 
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E. Contents :  

The disruption is one of the effects of the COVID-19 pandemic of economic 

stability which has resulted in an increase in cases of Debt Postponement 

Financing Liabilities and Insolvency filed with the Commercial Court, one 

of which is Decision No. 245/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst. namely 

between PT Bank Maybank Indonesia Tbk as the Petitioner and PT Pan 

Brothers Tbk as the Respondent. The verdict rejected the request for 

postponement of debt financing duties on the consideration that PT Pan 

Brothers already had a moratorium from the Singapore High Court. The 

decision is considered unable to share legal certainty and legal protection 

because Indonesia as a sovereign state is not obliged to submit to the 

decisions of other countries. The aim of the study is to find out the 

application of the principle of balance to the legal protection of consumers 

in the moratorium agreement on the Debt Payment Obligations Postponed 

and Bankruptcy in Indonesia. The research technique is normative law, 

legal approach. The sources are primary, secondary, and non-legal 

materials. After being examined, the research found that the implementation 

of the moratorium on Postponement of Debt Payment Obligations and 

Bankruptcy evenly does not reflect the principle of balance and justice 

towards the protection of creditor rights because debtors who actually do 

not need a moratorium or who have bad faith will also benefit from the 

moratorium. It is suggested that the government can amend the provisions 
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Payment Responsibilities, to fill the legal vacuum to overcome economic 

problems in Indonesia, especially regarding the provisions of Suspension of 

Debt Payment Requirements. 
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ABSTRAK

Indonesia merupakan negara yang menjunjung tinggi penegakan hukum. Salah satu

hal yang diharapkan dapat diterapkan dengan baik adalah perlindungan hukum bagi

warga negaranya. investasi merupakan salah satu kegiatan yang sedang banyak

diminati oleh masyarakat belakangan ini. Hal itu menimbulkan sangat banyak

wadah yang menjadi tempat transaksi berlangsung. Dengan maraknya investasi

secara online yang ada pada saat ini, meningkat juga perlindungan hukum yang

harus diberikan kepada setiap investor yang bertransaksi di dalamnya. Dalam

berinvestasi melalui situs online terdapat juga kerugian yang dapat diterima oleh

investor, salah satunya adalah situs trading online yang tidak sesuai dengan

perizinan yang diatur dalam perautan perundang-undangan. Tujuan dari peneIitian

ini adalah mengamati bentuk perlindungan hukum seperti apa yang dapat diterima

oleh investor yang mengalami kerugian khususnya dalam berinvestasi pada situs

trading online yang menyalahgunakan perizinan dan bagaimana penerapan

peraturan perundang-undangan yang dijadikan sebagai pedoman dalam upaya

perlindungan hukum investor di Indonesia.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Investor, Trading Online.



ABSTRACT

Indonesia is a country that upholds law enforcement. One of the things that is

expected to be implemented well is legal protection for its citizens. Investment is an

activity that is currently in great demand by the public. This creates many forums

where transactions take place. With the current rise in online investment, the legal

protection that must be provided to every investor who transacts in it has also

increased. In investing through online sites there are also losses that investors can

receive, one of which is online trading sites that do not comply with the permits

regulated in the legislation. The purpose of this research is to observe what form of

legal protection can be received by investors who experience losses, especially in

investing on online trading sites that abuse licensing and how to apply the laws and

regulations which serve as guidelines in efforts to protect investor law in Indonesia.

Keywords: Legal Protection, Investors, Online Trading.
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ABSTRAK

(A) Nama : Yosia Clementino Moningka (NIM: 205200149)
(B) Judul Skripsi : Analisis Perlindungan Hukum Atas Kerugian Investor

  Saham Akibat Insider Trading Berdasarkan Hukum
  Positif Indonesia

(C) Halaman : xiii + 81 + 93 + 2024
(D) Kata Kunci : Pasar Modal, Insider Trading, Perlindungan Hukum
(E) Isi :
Kepesatan perkembangan di dunia pasar modal menjadi suatu hal yang tidak bisa
terhindarkan dan kerap dialami oleh dunia. Insider Trading menjadi salah satu
praktik yang dilarang dalam dunia pasar modal. Penelitian ini bertujuan untuk
meneliti kemampuan hukum positif Indonesia dalam memberkan suatu
perlindungan hukum atas kerugian investor saham publik akibat praktik insider
trading di Indonesia hingga bentuk upaya hukum yang dapat dilakukan oleh oleh
para investor yang dirugikan. Penulis meneliti masalah tersebut dengan
menggunakan jenis penelitian yuridis normatif melalui studi pustaka terhadap
bahan primer, sekunder, dan tersier secara kualitatif dan melakukan pendekatan
perundang-undangan. Praktik insider trading telah diatur dalam Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal beserta aturan-aturan pelaksananya.
Bagi investor, upaya hukum yang paling diuntungkan adalah ganti rugi melalui
gugatan perdata. Meskipun sulit untuk membuktikan kasus insider trading,
perlindungan hukum dan kesempatan untuk melakukan upaya hukum tetap
penting untuk menjaga integritas pasar modal dan kepercayaan investor.
Perlindungan hukum juga harus memperhatikan hak-hak investor minoritas dan
memastikan keadilan dalam informasi.
(F) Acuan : 49 (1989  2023)
(G) Pembimbing : Prof. Dr. Ariawan Gunadi, S.H., M.H.
(H) Penulis : Yosia Clementino Moningka
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ABSTRACT

(A) Name : Yosia Clementino Moningka (NIM: 205200149)
(B) Thesis Title : Analysis of Legal Protection for Stock Investor Losses

  Due to Insider Trading Based on Indonesian Positive Law
(C) Page : xiii + 81 + 93 + 2024
(D) Key Words : Capital Market, Insider Trading, Law Protection
(E) Context :
The speed of development in the world of capital markets is something that cannot
be avoided and is often experienced by the world. Insider Trading is a practice
that is prohibited in the world of capital markets. This research aims to examine
the ability of Indonesian positive law to provide legal protection for losses to
public stock investors due to insider trading practices in Indonesia and the forms
of legal action that can be taken by investors who suffer losses. The author
researches this problem using normative juridical research through literature
studies of primary, secondary and tertiary materials qualitatively and using a
legislative approach. The prohibition on insider trading practices is regulated in
Law Number 8 of 1995 concerning Capital Markets and its implementing
regulations. For investors, the most beneficial legal remedy is compensation
through civil lawsuits. Even though it is difficult to prove cases of insider trading,
legal protection and the opportunity to take legal action remain important to
maintain the integrity of the capital markets and investor confidence. Legal
protection must also pay attention to the rights of minority investors and ensure
fairness in information.
(F) References : 49 (1989  2023)
(G) Supervisor : Prof. Dr. Ariawan Gunadi, S.H., M.H.
(H) Author : Yosia Clementino Moningka
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ABSTRAK

(A) Nama : Felicia Martheo (205190189)
(B) Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Data dan Dokumen Rahasia

Perusahaan dengan Klausul Kerahasiaan dalam Surat
Perjanjian Kerja dan Code of Conduct (Studi Kasus PT
METINDO PERKASA Putusan PT Bandung Nomor
459/PDT/2019/PT.BDG)

(C) Kata Kunci : Data dan Dokumen, Rahasia Perusahaan, Perjanjian Kerja,
Klausul Perjanjian, Code of Conduct

(D)Isi :
Persaingan pelaku usaha di Indonesia seringkali berujung pada monopoli
usaha dan adanya persaingan tidak sehat untuk mendapat keuntungan yang
sebanyak-banyaknya. Keunggulan sebuah usaha harus dipertahankan agar
tidak memiliki pesaing dengan metode yang serupa dalam bentuk data dan
dokumen rahasia perusahaan. Antara pemberi kerja dan karyawan harus dibuat
sebuah perjanjian yang bertujuan demi kenyamanan kedua belah pihak dan
antisipasi apabila diperlukannya tindakan hukum suatu saat nanti. Namun,
berdasarkan kasus PT Bandung Nomot 459/PDT/2019/PT.BDG, kenyataan
terjadinya kebocoran rahasia perusahaan oleh mantan karyawan malah
dikesampingkan, padahal sudah terbukti terjadinya wanprestasi klausul
kerahasiaan dan code of conduct dalam perjanjian kerja. Penulis menganggap
kasus ini menarik untuk dibahas karena kesadaran akan pentingnya
perlindungan data dan dokumen rahasia perusahaan melalui klausul-klausul
dalam perjanjian kerja dan code of conduct harus dianggap penting baik bagi
penegak hukum mau pun pelaku usaha. Dalam penelitian ini penulis
menggunakan teknik analisis data deskriptif-kualitatif. Teknik analisis ini
merupakan teknik menganalisis data dan informasi yang disajikan atau
diperoleh dengan menggunakan beberapa kesimpulan dari hasil penelitian.
Pendekatan penelitian yang akan penulis gunakan dalam skripsi ini adalah
pendekatan undang-undang, pendekatan kasus menggunakan Putusan
Pengadilan, dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian ini menunjukkan
bahwa para pelaku usaha harus lebih memperhatikan klausul-klausul dalam
surat perjanjian kerja agar dianggap sah menurut ketentuan dalam KUHPer.
Kesimpulan dari penelitian ini adalah klausul dalam surat perjanjian kerja
yang memuat mengenai rahasia perusahaan berupa data dan dokumen rahasia
perusahaan harus disertai dengan klausul sanksi agar sanksi atas pelanggaran
dapat ditentukan dengan jelas, sedangkan code of conduct belum dapat
berperan penting dalam menjaga data dan dokumen rahasia perusahaan.

(E) Acuan : 33 (1964-2023)
(F) Pembimbing : Prof. Dr. Ariawan Gunadi, S.H., M.H.
(G) Penulis : Felicia Martheo
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ABSTRAK 

 

Dalam dinamika globalisasi yang berkembang pesat, industri penerbangan 

memainkan peran sentral dalam mobilitas masyarakat, termasuk ibadah umroh. 

Namun, sektor ini menghadapi tantangan, terutama terkait hak dan perlindungan 

konsumen. Salah satu isu penting adalah diskriminasi dalam penjualan tiket umroh 

oleh beberapa maskapai, termasuk PT. Garuda Indonesia (Persero) Tbk, seperti 

tercantum dalam Putusan KPPU Nomor 06/KPPU-L/2020. Penelitian ini 

menganalisis implementasi perlindungan konsumen dalam kasus tersebut, 

berdasarkan Pas.al 19 hu.ruf d Und.ang-Undang Nom.or 5 Tah.un 1999 tentang 

Laran.gan Pra.ktik Mono.poli dan Persa.ingan Usaha Tid.ak She.at. Penelitian ini 

mengeksplorasi dampak diskriminasi terhadap reputasi perusahaan, loyalitas 

konsumen, dan stabilitas industri, serta kepatuhan PT. Garuda Indonesia terhadap 

regulasi. Se.lain itu, penel.itian ini mem.berikan rekomen.dasi untuk mening.katkan 

perlindungan konsumen, menghindari diskriminasi, dan memastikan kepatuhan 

perusahaan terhadap regulasi. Dalam industri penerbangan di Indonesia, penelitian 

ini dalam memahami perlindungan konsumen diharapkan dapat memberikan 

kontribusi. 

Kata Kunci : Perlindungan konsumen, Praktik diskriminasi, Hukum Bisnis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

iv 

 

ABSTRACT 

 

In the rapidly developing dynamics of globalization, the aviation industry plays a 

central role in community mobility, including the Umrah pilgrimage. However, this 

sector faces challenges, especially regarding consumer rights and protection. One 

important issue is discrimination in the sale of Umrah tickets by several airlines, 

including PT. Garuda Indonesia (Persero) Tbk, as stated in KPPU Decision Number 

06/KPPU-L/2020. This research analyzes the implementation of consumer 

protection in this case, based on Article 19 letter 1 of Law No. 5 of 1999 concerning 

Prohibition of Monopoly Practices and Unlawful Business Competition. She.at. 

This research explores the impact of discrimination on company reputation, 

consumer loyalty, and industry stability, as well as PT compliance. Garuda 

Indonesia regarding regulations. In addition, this research provides 

recommendations for increasing consumer protection, avoiding discrimination, and 

ensuring company compliance with regulations. In the aviation industry in 

Indonesia, this research in understanding consumer protection is expected to make 

a contribution. 

Keywords: Consumer protection, discriminatory practices, business law 
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ABSTRAK 

(A) Nama : Lusi Puspita Sari 
(B) Judul skripsi :  Prinsip Restriksi Kuantitatif Sebagai Alasan Gugatan Uni  

 Eropa dan Amerika melalui Dispute Settlement Body WTO  
Atas Kebijakan Larangan Ekspor Nikel Yang Diberlakukan  
Pemerintah Indonesia 

(C) Halaman         : xv + 117 + 2024 
(D) Kata Kunci : Prinsip Restriksi Kuantitatif, Gugatan Uni Eropa dan Amerika, 

Kebijakan Indonesia 
(E) Isi : 
 Indonesia, negara berkembang dan anggota WTO, mengambil langkah-langkah 

untuk mengendalikan sumber daya alamnya, nikel, dengan menghentikan ekspor 
skala besar dalam waktu dekat untuk melestarikan ekonomi dan stabilitas alamnya. 
Uni Eropa dan Amerika Serikat, di sisi lain, telah mengajukan gugatan kepada 
Otoritas Penyelesaian Sengketa, menuduh Indonesia melanggar Pasal 11 GATT.(1). 
Dengan demikian, berikut ini adalah formula untuk pertanyaan penelitian ini. 
Bagaimana interpretasi pembatasan kuantitatif dalam ketentuan GATT dalam Pasal 
11? Apakah kebijakan Indonesia tidak sesuai dengan ketentuan GATT? Bagaimana 
keputusan Badan Resolusi Sengketa WTO mempengaruhi Indonesia dan ketentuan 
GATT? Apa yang harus dilakukan pemerintah Indonesia? Menjaga kedaulatan 
nasional tanpa melanggar hukum? Jenis penelitian ini menggunakan metode 
normatif dan analitis deskriptif. Sumber material diperoleh melalui studi 
perpustakaan yang didasarkan pada data sekunder dan didukung oleh sumber hukum 
primer, sekunder, dan tertib. Metode yang digunakan terdiri dari pendekatan hukum 
dan pendekatan kasus, yang kemudian dianalisis secara kualitatif. Menurut temuan 
penelitian, prinsip tidak ada pembatasan kuantitatif berarti bahwa "tidak ada negara 
anggota yang harus menerapkan pembatalan impor dan ekspor melalui kuota atau 
izin". (GATT Pasal XI, Ayat 1). Namun, aturan ini memiliki pengecualian, seperti 
Pasal 11(2) dan Pasal 20 tentang Pengecualian Umum. Ada konsekuensi hukum dan 
non-legal bagi Indonesia, dan solusi masa depan adalah memanfaatkan hubungan 
internasional dan, jika memungkinkan, menggunakannya sebagai alat politik. 
Sebagai kesimpulan, Indonesia tidak melanggar ketentuan GATT, dan keputusan 
tahap pertama memiliki implikasi hukum dan non-hukum. 

(F) Acuan  : 44 (2018 -2022) 
(G) Pembimbing : Prof. Dr. Ariawan Gunadi., SH., MH 
(H) Penulis : 
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ABSTRACT 

(A) Name : Lusi Puspita Sari 
(B) Title : Principles Of Quantitative Restrictions On Dispute Settlement 

EU And US Lawsuit For The Indonesian Government's Nickel 
Export Ban Policy By The WTO Dispute Settlement Body 

(C)  Halaman         : xv + 117 + 2024 
(D)  KeyWord : Quantitative Restriction Principle, GATT, WTO Dispute  

Settlement Body. 
(E) Content : The Government of Indonesia through Regulation of the 

Minister of Energy and Mineral Resources Number 11 of 2019 concerning the second 
Amendment to Regulation of the Minister of Energy and Mineral Resources Number 
25 of 2018 concerning Coal Mining and Mineral Exploitation (Permen ESDM 
11/2019) decided to stop exporting nickel ore from from 1 January 2020. This 
regulation is considered to violate the Quantitative Restriction Principle in Article XI 
of the General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) and is being demanded by the 
European Union against the Dispute Settlement Body of the World Trade Organization 
(DSB WTO). This article analyzes the scope of Article XI of the GATT and the 
conformity of the nickel ore export ban regulation with justification in the GATT 
regulatory framework. This article uses a normative juridical approach, namely legal 
research conducted through research on library materials and secondary data. This 
research is descriptive analytical in nature that analyzes related legal instruments, to 
provide a thorough and systematic understanding of the scope and application of the 
Quantitative Restriction Principle.This study shows the results that the Interpretation 
of Article XI: 1 GATT, Indonesia's export ban regulations can be said to be 
incompatible with the principle of a quantitative restriction ban. Indonesia in 
implementing a nickel ore export ban has a background to maintain Indonesia's nickel 
supply which has been depleting. Due to the depletion of Indonesia's nickel supply, the 
government decided to downstream and industrialize nickel ore. This background is in 
line with the exception in Article XI:2 (a) which allows export restrictions for a 
country's essential products. Even so, based on Article XI: 2 (a), this export restriction 
must be implemented temporarily. 
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ABSTRAK 

 

Dalam era globalisasi yang terus berkembang serta perubahan ekonomi yang cepat, 

seringkali pelaku bisnis mengambil kebijakan pemutusan hubungan kerja (PHK) 

secara sepihak tanpa pemberitahuan terlebih dahulu dan alasan yang jelas kepada 

penerima kerja. Salah satu contoh kasus perselisihan PHK adalah antara enam 

orang pekerja jasa keamanan (security) dan PT MGM terkait PHK sepihak dalam 

putusan Nomor 91 K/PDT.Sus-PHI/2021. Penelitian ini menggunakan metode 

penelitian hukum normatif yang melibatkan analisis berbagai data sekunder serta 

pendekatan perundang-undangan dan kasus. Berdasarkan hasil penelitian, 

hubungan antara pekerja jasa keamanan (security) dengan PT MGM dapat 

dikategorikan sebagai suatu hubungan kerja meskipun tidak ada kontrak kerja 

tertulis yang mengikat kedua belah pihak sehingga terdapat keabsahan hubungan 

kerja karena adanya pelaksanaan tugas dan tanggung jawab yang menunjukkan 

adanya ikatan kerja serta memenuhi ketentuan sahnya suatu perjanjian sebagaimana 

diatur dalam Pasal 51 dan Pasal 57 Undang-Undang Ketenagakerjaan serta Pasal 

1320 KUH Perdata. Jika terjadi PHK secara sepihak, pekerja di sektor jasa 

keamanan memiliki hak yang harus dilindungi sesuai dengan Undang-Undang 

Ketenagakerjaan, Undang-Undang Cipta Kerja, dan PP No. 35 Tahun 2021 berupa 

kompensasi dan/atau imbalan yang seharusnya diterima. Apabila PT MGM enggan 

mebayarkannya maka pekerja melakukan upaya lanjutan dengan perjanjian kerja 

lisan dapat menempuh mekanisme perundingan bipartit terlebih dahulu. Jika tidak 

tercapai kesepakatan, para pekerja dapat mengajuan pencabutan izin operasional 

perusahaan ke Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, mengajukan 

permohonan sita eksekutorial atas aset berharga milik PT MGM ke Pengadilan 

Negeri untuk dilelang, melaporkan PT MGM ke Kepolisian Republik Indonesia; 

dan mengajukan permohonn pailit terhadap PT MGM. 

 

Kata Kunci: Perjanjian Lisan, Pemutusan Hubungan Kerja Sepihak, Pekerja Jasa 

Keamanan, Pesangon 
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ABSTRACT 

 

In the era of globalization that continues to grow and rapid economic changes, 

often business people take the policy of unilateral termination of employment 

(PHK) without prior notice and clear reasons to the recipient of employment. One 

example of a layoff dispute case is between six security service workers and PT 

MGM regarding unilateral layoffs in decision Number 91 K/PDT.Sus-PHI/2021. 

This research uses a normative legal research method that involves analyzing 

various secondary data as well as statutory and case approaches. Based on the 

results of the research, the relationship between security service workers and PT 

MGM can be categorized as an employment relationship even though there is no 

written employment contract binding both parties so that there is validity of the 

employment relationship due to the implementation of duties and responsibilities 

that indicate the existence of a work bond and meet the provisions of the validity of 

an agreement as stipulated in Article 51 and Article 57 of the Manpower Law and 

Article 1320 of the Civil Code. In the event of unilateral layoffs, workers in the 

security services sector have rights that must be protected in accordance with the 

Manpower Law, the Job Creation Law, and PP No. 35 of 2021 in the form of 

compensation and / or compensation that should be received. If PT MGM is 

reluctant to pay it, workers make further efforts with an oral work agreement can 

take the bipartite negotiation mechanism first. If no agreement is reached, workers 

can apply for the revocation of the company's operational license to the Ministry of 

Manpower of the Republic of Indonesia, apply for an executorial seizure of valuable 

assets owned by PT MGM to the District Court for auction, report PT MGM to the 

Indonesian National Police; and file a bankruptcy application against PT MGM. 

Keywords: Oral Agreement, Unilateral Termination of Employment, Security 

Service Workers, Severance Pay 
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ABSTRAK

Judul Tesis : Doktrin Business Judgement Rule Dalam Memberikan Perlindungan
Hukum Direksi BUMN Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung RI Nomor
121/K/PID.SUS/2020)

Nama Mahasiswa : Berry Gunawan

NIM : 207211017

Kata Kunci : Business judgement rule, Perlindungan Hukum, Direksi, BUMN

Isi Abstrak : Doktrin Business judgement rule menyatakan bahwa Dewan Direksi
perseroan tidak dapat dimintakan pertanggunjawaban atas risiko yang
timbul akibat langkah-langkah yang mereka ambil, hal tersebut seperti
kasus pada Putusan Nomor 121/K/PID.SUS/2020. Penelitian ini bertujuan
untuk mengetahui pengaturan terkait Doktrin Business judgement rule
dalam memberikan perlindungan hukum bagi Direksi BUMN dan untuk
menganalisis perlindungan hukum terhadap Direksi yang telah
menggunakan Business judgement rule dalam mengelola Perseroan pada
kasus Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 121/K/Pid.Sus/2020. Dalam
penelitian ini metode yang digunakan adalah penelitian normatif yuridis
dengan pendekatan perundang-undangan dan empiris (kasus). Hasil
penelitian menunjukkan antara l ain 1) ketentuan yang mengatur terkait
doktrin business judgement rule dalam memberikan perlindungan hukum
bagi Direksi BUMN diatur dalam Undang-Undang No.40 Tahun 2007
tentang Perseroan Terbatas, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 97 UUPT
40 Tahun 2007. Penerapan business judgement rule sebagai suatu doktrin
telah diatur pada  pasal 13 ayat (2) POJK Nomor 33/POJK.04/2014 tentang
direksi dan dewan komisaris Emiten atau perusahaan publik 2) Analisis
perlindungan hukum terhadap direksi yang mengelola perusahaan dengan
menggunakan business judgement rule pada keputusan Mahkamah Agung
RI Nomor 121/K/Pid.Sus/2020 yang menyatakan antara lain apabila dapat
dibuktikan dan tidak memenuhi unsur Pasal 2 undang-undang nomor 31
tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang telah diubah
dengan undang-undang nomor 20 tahun 2001 serta dengan adanya
ketentuan business judgement rule dalam undang- undang nomor 40 tahun
2007 tentang Perseroan Terbatas sudah dapat melindungi dewan setiap
keputusan bisnis yang diambilnya.

Daftar Acuan :

Pembimbing : Prof. Dr. Ariawan Gunadi, S.H., M.H.
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ABSTRACT

Title : The Doctrine of Business Judgement Rule in Providing Legal Protection
Directors of State-Owned Enterprises (Case Study Decision of The Supreme
Court of The Republic Indonesia Number 121/K/PID.SUS/2020)

Name : Berry Gunawan

NIM : 207211017

Keyword : Business judgement rule, Legal Protection, Directors, BUMN

Content : The Business judgment rule doctrine states that the company's Board of
Directors cannot be held accountable for the risks arising from the steps they
take, such as the case in Decision Number 121/K/PID.SUS/2020. This
research aims to find out the arrangements related to the Business judgment
rule doctrine in providing legal protection for the Directors of  State-Owned
Enterprises (BUMN) and to analyze the legal protection of Directors who
have used the Business judgment rule in managing the Company in the case
of the Indonesian Supreme Court Decision Number 121/K/Pid.Sus/2020. In
this research, the method used is normative juridical research with a statutory
and empirical (case) approach. The results of the study show, among others,
1) the provisions governing the business judgment rule doctrine in providing
legal protection for the Directors of state-owned Enterprises (BUMN) are
regulated in Law No.40 of 2007 concerning Limited Liability Companies, as
stated in Article 97 of Law 40 of 2007. The application of the business
judgment rule as a doctrine has been regulated in article 13 paragraph (2)
POJK Number 33 / PJOK.04 / 2014 concerning directors and board of
commissioners of Issuers or public companies 2) Analysis of the legal
protection of directors who manage the company using the business judgment
rule in the decision of the Supreme Court of the Republic of Indonesia
Number 121/K/Pid.Sus/2020 which states, among others, that if it can be
proven and does not fulfill the elements of Article 2 of Law Number 31 of
1999 concerning the eradication of criminal acts of corruption which has been
amended by Law Number 20 of 2001 and with the provisions of the Business
Judgement Rule in Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability
Companies, it can protect the board of every business decision it makes.
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ABSTRAK
Judul Tesis                    : ANALISIS PEMBUKTIAN TERBALIK DALAM

PASAL 12 B AYAT (1) A DAN B UU NOMOR 20
TAHUN 2001 PERUBAHAN ATAS UNDANG-
UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG
PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA

Nama  Mahasiswa        :   207211003
Kata Kunci                   : Pembuktian Terbalik, Korupsi, Gratifikasi, Pasal 12

B ayat (1) huruf a UU Tipikor, Hukum Pidana
Isi Abstrak                    :  Sistem pembuktian terbalik diadopsi dalam Pasal 12

B ayat (1) huruf a UU Tipikor. Menarik untuk diamati
penerapannya dalam Putusan Pengadilan Tipikor dari
aspek keadilan. Pokok permasalahannya adalah
bagaimana sistem pembuktian terbalik dapat
diterapkan dalam tindak pidana korupsi gratifikasi
dan apakah penerapan sistem pembuktian terbalik
dalam tindak pidana korupsi gratifikasi tersebut telah
berkeadilan. Tipe penelitian yang dipilih adalah
penelitian hukum normatif dengan sifat penelitian
deskriptif analitis dan jenis data yang digunakan
adalah data sekunder. Hasil penelitian dianalisis
secara kualitatif untuk selanjutnya ditarik kesimpulan
secara deduktif. Kesimpulannya adalah penerapan
sistem pembuktian terbalik dalam UU Tipikor hanya
terbatas pada pada tindak pidana korupsi suap
menerima gratifikasi yang nilainya Rp 10 juta atau
lebih (Pasal 12B ayat (1) huruf a jo Pasal 37 ayat (2)
jo Pasal 38A UU Tipikor), dan pembuktian terbalik
pada harta benda terdakwa yang belum didakwakan
(Pasal38 B UU Tipikor). Penerapan sistem
pembuktian terbalik dalam tindak pidana korupsi
gratifikasi merupakan kebijakan hukum pidana
(penal policy) yang dalam perspektif teori keadilan
John Rawls maupun Amartya Sen, penerapan sistem
pembuktian terbalik tindak pidana korupsi gratifikasi
dinilai lebih memberikan keadilan.
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(E) Isi Abstrak :

Tidak diterapkannya rehabilitasi medis ataupun rehabilitasi sosial terhadap
penyalahguna narkotika menimbulkan permasalahan salah satunya terhadap
over kapasitas lapas/rutan di Indonesia khususnya di Provinsi DKI Jakarta
seperti yang dapat penulis himpun sebagaimana data SDP Publik per-bulan Juli
2023 jumlah total penghuni tahanan dan narapidana di dalam lapas khususnya
di DKI Jakarta adalah 77,952 dengan Kapasitas 29,595. Tujuan penelitian
dalam tesis ini adalah, Untuk mengetahui dan mendeskripsikan mengenai
Bagaimana Kebijakan Pengenaan Rehabilitasi, Terhadap Penegakan Hukum
Tindak Pidana Narkotika, Guna Mengurangi Overcapacity Pada Lapas. Metode
Penelitian Normatif dan Yuridis Sosiologis. Berdasarkan hasil penelitian dari
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ataupun rehabilitasi medis dapat diterapkan terhadap pelaku penyalahguna
narkotika dengan pertimbangan terdapat hasil assesmen terpadu dan perbuatan
terdakwa berdasarkan fakta persidangan masuk kedalam kategori pecandu,
korban atau penyalahguna narkotika.

(F) Acuan : 80 (1945  2023)
(G)Pembimbing : Prof. Dr. Ariawan Gunadi, S.H., M.H.
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(C) Page : xi + 158 page + Attachment, 2023
(D)Keyword : Rehabilitation, Overcapacity
(E) Abstract Content :

The failure to implement medical rehabilitation or social rehabilitation for
narcotics abusers causes problems, one of which is the overcapacity of
prisons/remand centers in Indonesia, especially in DKI Jakarta Province, as
the author has gathered from the Public SDP data as of July 2023, the total
number of detainees and convicts in prisons. especially in DKI Jakarta, it is
77,952 with a capacity of 29,595. The aim of the research in this thesis is, to
find out and describe the policy of imposing rehabilitation on law enforcement
for narcotics crimes, in order to reduce overcapacity in prisons. Sociological
Normative and Juridical Research Methods. Based on research results from
regulations and interviews, addicts or victims of narcotics abuse can be
sentenced to rehabilitation. addicts, victims and narcotics abusers, then the
imposition of criminal rehabilitation, either social rehabilitation or medical
rehabilitation, can be applied to narcotics abusers with the consideration that
there are integrated assessment results and the defendant's actions based on
the facts of the trial fall into the category of addicts, victims or narcotics
abusers.
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ABSTRAK
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(C) Halaman : vii + 175 Halaman + Lampiran, 2023

  (D) Kata Kunci : Keterangan Saksi, Saksi Anak, Pembuktian Perkara,Pencabulan

Anak

(E) Isi Abstrak :

Perkara pencabulan terhadap anak merupakan salah satu kasus kejahatan yang

memerlukan pendekatan hukum yang khusus. Hasil penelitian menunjukan bahwa

fungsi keterangan saksi anak dalam pembuktian perkara pencabulan dangat

diperlukan, baik dalam proses penyidikan, penuntutan, maupun pemeriksaan

persidangan. Namun pada pasal 171 KUHAP menyebutkan bahwa anak yang

umurnya belum cukup 15 tahun dan belum pernah kawin boleh diperiksa untuk

memberi keterangan, tapi tidak boleh disumpah. Keterangan anak di bawah umur

dianggap tidak dapat dipertanggungjawabkan secara sempurna dalam hukum pidana,

oleh sebab itu mereka tidak dapat diambil sumpah atau janji, dan keterangan saksi

anak hanya dipakai sebagai petunjuk saja. Hal ini bersesuaian dengan ketentuan Pasal

185 ayat (7) KUHAP yang menyatakan bahwa keterangan dari saksi yang tidak

disumpah meskipun sesuai satu dengan yang lain, tidak merupakan alat bukti, namun

apabila keterangan itu sesuai dengan keterangan dari saksi yang disumpah dapat

dipergunakan sebagai tambahan alat bukti sah yang lain.

(F) Acuan : 43 Buku (1978-2023)

(G) Pembimbing : Prof. Dr. Ariawan Gunadi, S.H., M.H.
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DEPOK DATED 28 JANUARY 2019 AT THE DEPOK STATE Prosecutor's Office)

(C) Pages : vii + 175 Pages + Attachments, 2023

  (D) Keywords: Witness Statements, Child Witnesses, Case Evidence, Child Abuse

(E) Abstract Contents:

The case of child molestation is a crime that requires a special legal approach. The

research results show that the function of child witness testimony in proving cases of

sexual abuse is very necessary, both in the process of investigation, prosecution and

trial. However, article 171 of the Criminal Procedure Code states that children who are

under 15 years old and have never been married may be examined to provide

information, but may not be sworn in. The statements of minors are considered not to

be perfectly accountable in criminal law, therefore they cannot be sworn or affirmed,

and the statements of child witnesses are only used as a guide. This is in accordance

with the provisions of Article 185 paragraph (7) of the Criminal Procedure Code which

states that statements from witnesses who are not sworn in, even if they agree with each

other, are not evidence, however, if the statements are in accordance with the statements

of witnesses who are sworn in, they can be used as additional evidence. another valid.
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ABSTRAK

(A) Nama: Jessica Fionita (NIM: 207221016)
(B) Judul Tesis: Analisis Pertanggungjawaban Hukum Direksi Terhadap Perseroan

Perorangan yang Dipailitkan Ditinjau dari Undang-Undang Nomor
6 Tahun 2023

(C) Halaman: ix + 153 + 75 + 2023
(D) Kata Kunci: Cipta Kerja, Perseroan Perorangan, Tanggung Jawab.
(E) Isi:

Perseroan Perorangan merupakan badan hukum baru yang muncul setelah
adanya Undang-Undang Cipta Kerja. Perseroan Perorangan merupakan badan
hukum yang dapat didirikan hanya dengan satu orang pendiri saja, yakni
pemegang saham yang merangkap sebagai direktur perseroan perorangan.
Mengingat adanya rangkap jabatan antara pemegang saham dan direktur, maka
otomatis terjadi percampuran harta antara harta pribadi pendiri dengan harta
kekayaan perseroan perorangan. Bagaimana tanggung jawab dari direksi
perseroan perorangan tersebut apabila terjadi kepailitan? Penulis dalam
meneliti masalah tersebut dengan menggunakan metode normatif. Data primer
yang Penulis gunakan berasal dari wawancara dengan narasumber yang
berkaitan dengan perseroan, sedangkan data sekunder berasal dari buku-buku
yang berkaitan dengan bidang hukum perusahaan. Hasil penelitian menyatakan
bahwa meskipun pemegang saham merangkap sebagai direksi perseroan
perorangan, tanggung jawab dari pemegang saham maupun direksi perseroan
perorangan tersebut tetaplah merupakan tanggung jawab terbatas. Hal ini
dikarenakan sejak pendirian perseroan perorangan, pendiri akan diminta untuk
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ABSTRAK

Kejahatan korporasi adalah perilaku korporasi yang tidak sah dalam bentuk
pelanggaran hukum kolektif dengan tujuan untuk mencapai tujuan organisasional.
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis prosedur pengaturan
perizinan tambang di Indonesia khususnya PT. Natural Persada Mandiri dan
pertanggungjawaban pidana korporasi PT. Natural Persada Mandiri terhadap
penambangan didalam kawasan hutan tanpa izin pada studi putusan nomor 927
K/PID.SUS-LH/2021. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum
normatif bersifat deskritif analisis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa
penerapan prosedur pengaturan perizinan tambang di indonesia khususnya PT.
Natural Persada Mandiri telah diatur dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang No. 4
Tahun 2009 Tentang Mineral dan Batu Bara dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 3
Tahun 2020 mengenai jenis perizinan pertambangan. Pasal 7 Nomor 23 Tahun 2010
tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara, izin usaha
pertambangan diberikan melalui 2 (dua) tahapan, yaitu Wilayah Izin Usaha
Pertambangan (WIUP) dan Izin Usaha Pertambangan (IUP). Pasal 23 Nomor 23
Tahun 2010 dalam pemberian izin usaha pertambangan operasi produksi harus
memenuhi 4 (empat) syarat, yakni: a). Administratif, b). Teknis, c). Lingkungan, dan
d). Finansial. Bentuk pertanggungjawaban yang dikenakan pada PT. Natural Persada
Mandiri terkait penambangan ilegal di kawasan hutan tanpa izin dengan denda
sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) tidak sesuai dengan ketentuan Pasal
89 ayat (2) UU No. 18 Tahun 2013 yang mengatur pidana penjara 8 hingga 20 tahun
dan denda minimal Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) hingga maksimal
Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) bagi korporasi yang melakukan
aktivitas penambangan ilegal di kawasan hutan.

Kata Kunci : Pertanggungjawaban, Pidana Korporasi, Penambangan,
Kawasan Hutan.



ABSTRACT

Corporate crime is unlawful corporate behavior in the form of collective legal
violations with the aim of achieving organizational goals. The purpose of this study is
to determine and analyze the procedures for regulating mining licensing in
Indonesia, especially PT Natural Persada Mandiri and the corporate criminal
liability of PT Natural Persada Mandiri for mining in forest areas without a permit in
the study of decision number 927 K/PID.SUS-LH/2021. The research method used is
descriptive analytical normative legal research. The results of this study indicate that
the application of mining licensing regulatory procedures in Indonesia, especially PT
Natural Persada Mandiri, has been regulated in the provisions of Article 1 of Law
No. 4 of 2009 concerning Minerals and Coal and Article 1 of Law No. 3 of 2020
concerning types of mining licenses. Article 7 Number 23 of 2010 concerning the
implementation of mineral and coal mining business activities, mining business
licenses are granted through 2 (two) stages, namely Mining Business License Area
(WIUP) and Mining Business License (IUP). Article 23 Number 23 Year 2010 in
granting a production operation mining business license must fulfill 4 (four)
conditions, namely: a). Administrative, b). Technical, c). Environmental, and d).
Financial. The form of liability imposed on PT Natural Persada Mandiri related to
illegal mining in forest areas without a permit with a fine of Rp2,000,000,000.00 (two
billion rupiah) is not in accordance with the provisions of Article 89 paragraph (2) of
Law No. 18 of 2013 which regulates imprisonment of 8 to 20 years and a minimum
fine of Rp20,000,000,000.00 (twenty billion rupiah) to a maximum of Rp.
50,000,000,000.00 (fifty billion rupiah) for corporations that carry out illegal mining
activities in forest areas.

Keywords : Accountability, Corporate Crime, Mining, Forest Areas.
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ABSTRAK

(A) Nama : Three Boy
(B) Judul Tesis : Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Kebocoran Data

Digital Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 27 Tahun
2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi (Studi Kasus:
Tokopedia)

(C) Halaman : xiv + 157 + 116 + 2024
(D) Kata Kunci : Perlindungan Data Pribadi, Kebocoran data, Data Pribadi
(E) Isi : Dewasa ini berkembangnya ilmu pengetahuan dan

teknologi yang sangat pesat melalui hadirnya internet yang
memudahkan manusia telah merestrukturisasi peradaban
menjadi lebih modern. Namun, kehadiran internet layaknya
pisau bermata dua karena di satu sisi memiliki segudang
manfaat bagi manusia, namun di sisi lainnya dapat
menimbulkan sejumlah permasalahan yang mana salah
satunya adalah kebocoran data pribadi. Pada tahun 2020,
masyarakat Indonesia dikejutkan dengan terjadinya
kebocoran 91 juta data pengguna Tokopedia ke situs dark
web. Hal ini tentunya menimbulkan pertanyaan mengenai
pertanggungjawaban Tokopedia dan perlindungan hukum
terhadap pengguna. Metode penelitian yang Penulis
gunakan adalah yuridis normatif dengan sifat penelitian
preskriptif. Hasil penelitian yang Penulis adalah sejatinya
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 telah memberikan
proteksi secara holistik, baik dalam bentuk preventif
sampai dengan represif. Berdasarkan Undang-Undang
Nomor 27 Tahun 2022, Tokopedia memiliki kewajiban
untuk tunduk terhadap segala bentuk tindakan preventif
guna melindungi hak pengguna. Terjadinya kebocoran data
pribadi menunjukkan bahwa Tokpedia tidak menjalankan
kewajiban preventifnya secara holistik sehingga
menimbulkan kerugian kepada pengguna. Namun, hingga
saat ini mekanisme pertanggungjawaban tersebut belum
dapat dilaksanakan karena Indonesia belum mengesahkan
peraturan pemerintah pelaksana Undang-Undang Nomor
27 Tahun 2022 dan membentuk lembaga pelaksana
perlindungan data pribadi. Oleh karena itu, Pemerintah
perlu untuk segara membentuk suatu lembaga yang secara
khusus mengatur penegakan hukum perlindungan data
pribadi secara tegas agar peristiwa kebocoran data tidak
terus menerus berulang terjadi.

(F) Acuan : 72 Referensi (1951-2022)
(G) Pembimbing : Prof. Dr. Ariawan Gunadi, S.H., M.H.
(H) Penulis : Three Boy
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ABSTRACT

(A) Name : Three Boy
(B) Thesis Title : Analysis of Legal Protection Against Digital Data Leaks in

View of Law Number 27 of 2022 concerning Personal Data
Protection (Case Study: Tokopedia)

(C) Page
Number

: xiv + 157 + 116 + 2024

(D) Keyword : Personal Data Protection, Data Leakage, Personal Data
(E) Content : Nowadays, the very rapid development of science and

technology through the presence of the internet which
makes it easier for humans has restructured civilization to
become more modern. However, the presence of the internet
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ABSTRAK

(A) Nama : Yuda Tri Pagrelia  (207221011)
(B) Judul Tesis : Kontradiksi Status Hukum Anak Perusahaan Badan Usaha

Milik Negara (BUMN) Dalam Perusahaan Holding Induk
(C) Halaman : x + 151 + 2024.
(D) Kata Kunci : Kontradiksi, Status Hukum, Anak Perusahaan, BUMN.
(E) Isi Abstrak

Perusahaan anak dan induk adalah sebuah entitas independen yang berdiri
sendiri, sedangkan tanggung jawab pihak ketiga berada pada anak
perusahaan apabila melakukan kelalaian atau kesalahan. Permasalahan yang
dihadapi adalah bagaimana penerapan piercing the corporate veil terhadap
holding company dalam hubungannya dengan tindakan hukum anak
perusahaan dan bagaimana kontradiksi status hukum anak perusahaan
BUMN dalam perusahaan holding. Metode penelitiannya adalah yuridis
normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip piercing the
corporate veil dapat diterapkan pada pemerintah/negara dalam hal
perusahaan induk BUMN ketika pemerintah melakukan tindakan atau
perbuatan yang merugikan perusahaan tidak langsung maupun langsung,
dengan maksud jahat, mengeksploitasi perusahaan untuk kepentingan
pribadi. Perbuatan tersebut merupakan pelanggaran yang menggunakan
harta kekayaan perusahaan untuk kepentingan pribadi yang mengakibatkan
harta kekayaan tidak mencukupi untuk melunasi utang-utang perusahaan.
Jelas bahwa penerapan doktrin atau prinsip penindikan tabir korporasi dapat
dibuktikan melalui penguasaan anak perusahaan oleh perusahaan induk.
Perseroan dan pemegang saham dapat dituntut apabila telah memenuhi
syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) UUPT. Penerapan
prinsip piercing the corporate veil juga bisa dilakukan ketika anak
perusahaan hanya sekedar dijadikan alat oleh perusahaan induk untuk
mencari keuntungan pribadi bagi pemegang sahamnya. Apabila BUMN
menjadi anak perusahaan dalam suatu perusahaan induk, maka kedudukan
hukumnya dan kedudukannya tidak lagi menjadi BUMN, baik itu BUMN
atau perseroan terbatas, mengingat saham-sahamnya anak perusahaannya
tidak lagi berasal dari pemerintah/negara melainkan dari badan usaha milik
negara yang menjadi holding company. Dalam hal ini, anak perusahaan
tersebut tidak lagi mempunyai status hukum dan kedudukan sebagai
BUMN, sedangkan pemerintah masih mempunyai kewenangan mutlak
dalam hal penguasaan dan pengembangan terhadap BUMN yang menjadi
anak perusahaan di dalam perusahaan induk. Otoritas ini berafiliasi tidak
langsung dengan negara/pemerintah melalui BUMN dan holding company
yang mewakili pemerintah dan memegang mayoritas saham di anak
perusahaan tersebut.

(F)  Acuan : 54 (1986-2023)
(G)  Pembimbing  : Prof. Dr. Ariawan Gunadi, S.H., M.H
(H) Penulis : Yuda Tri Pagrelia
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ABSTRACT

(A) Name: Yuda Tri Pagrelia (207221011)
(B)  Thesis Title: Contradictions on the Legal Status of Subsidiaries of State-Owned

Enterprises (BUMN) in the Parent Holding Company
(C)  Pages: x + 151 + 2024.
(D)  Keywords: Contradiction, Legal Status, Subsidiaries, BUMN.
(E)  Contents of the Abstract
 Subsidiary and parent companies are independent entities that stand alone, while the

responsibility of third parties lies with the subsidiary if they commit negligence or
errors. The problem faced is how to apply piercing the corporate veil to holding
companies in relation to subsidiary legal actions and how the legal status of BUMN
subsidiaries in holding companies is contradictory. The research method is
normative juridical. The research results show that the principle of piercing the
corporate veil can be applied to the government/state in the case of state-owned
holding companies when the government takes actions or actions that harm the
company indirectly or directly, with malicious intent, exploiting the company for
personal interests. This act is a violation of using company assets for personal gain
which results in the assets being insufficient to pay off the company's debts. It is
clear that the application of the doctrine or principle of piercing the corporate veil
can be proven through the control of subsidiaries by the parent company. The
company and its shareholders can be sued if they have fulfilled the requirements as
intended in Article 3 paragraph (2) of the Company Law. The application of the
principle of piercing the corporate veil can also be done when a subsidiary is merely
used as a tool by the parent company to seek personal gain for its shareholders. If a
BUMN becomes a subsidiary of a holding company, then its legal status and position
will no longer be a BUMN, be it a BUMN or a limited liability company, considering
that the shares in the subsidiary no longer come from the government/state but from
the state-owned enterprise which is the holding company. In this case, the subsidiary
no longer has legal status and position as a BUMN, while the government still has
absolute authority in terms of control and development of the BUMN which is a
subsidiary of the parent company. This authority is affiliated indirectly with the
state/government through BUMN and holding companies which represent the
government and hold the majority of shares in these subsidiaries.

 (F)  References : 54 (1986-2023)
(G)  Supervisor: Prof. Dr. Ariawan Gunadi, S.H., M.H
(H)  Author: Yuda Tri Pagrelia
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ABSTRAK

Dalam teori dan praktik, Undang-Undang Kepailitan tidak mengalami kemajuan

yang signifikan dalam perkembangannya. Baru pada tahun 1998, undang-undang

tersebut diganti dengan Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban

Pembayaran Utang pada tahun 2004 dengan cakupan penerapan hukum yang lebih

luas. Perubahan ini diperlukan karena perkembangan masyarakat dan persyaratan

hukum, namun peraturan saat ini masih belum cukup sebagai sarana hukum untuk

menyelesaikan masalah utang secara adil, cepat, transparan serta efisien. Salah

satunya mengenai kewajiban untuk menyatakan debitor pailit, yang dalam Pasal 2

ayat (1) disebutkan bahwa debitor tidak akan dinyatakan pailit. Hal ini tentu

bertentangan dengan filosofi umum hukum kepailitan yang memandang kepailitan

debitor. Kebiasaan debitor dan kreditor ketika debitor tidak dapat membayar

utangnya. Tidak adanya uji kepailitan menunjukkan bahwa hukum kepailitan lebih

berperan dalam melindungi kepentingan kreditor. Untuk memastikan dasar

filosofis yang jelas dan memenuhi asas keadilan serta asas keseimbangan, konsep

prinsip kelangsungan usaha harus dijelaskan dengan jelas dalam aturan kepailitan

di masa depan. Dengan demikian debitor dan kreditor dapat menyelesaikan

permasalahan utang secara adil, cepat, transparan dan efisien. Jenis penelitian

hukum normatif digunakan dalam penulisan tesis ini.

Kata kunci: Asas Kelangsungan Usaha; Keadilan; Perlindungan Hukum Kepailitan
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ABSTRAK

Perkembangan tindak pidana menambang tanpa izin seiring dengan perkembangan
zaman semakin marak terjadi salah satunya peristiwa direktur perusahaan
melakukan tindak pidana menambang tanpa izin kejahatan yang terjadi saat ini
khususnya pertambangan  mineral  dan  batubara,  seperti  pada perkara
Nomor 41/Pid.B/LH/2021/PN Lss. Pokok permasalahan yang diteliti dalam tesis ini
adalah bagaimana pertanggungjawaaban pelaku tindak pidana korporasi terhadap
tindak pidana pertambangan mineral dan batu bara dan apakah akibat hukum
Perusahaan PT. Mega Buana Mineral Yang Tidak Memiliki IUP dalam Tindak
Pidana melakukan Penambangan Tanpa Izin? Metode penelitian hukum yang
digunakan adalah metode penelitian hukum yuridis normatif yaitu penelitian hukum
yang menggunakan data sekunder atau sumber data yang berasal dari bahan
kepustakaan (library research), yakni penelitian yang dilakukan dengan cara
melakukan penelitian terhadap berbagai sumber bacaan seperti buku-buku, berbagai
literatur, peraturan perundang-undangan serta melalui media elektronik (internet).
Pertanggungjawaban pelaku tindak pidana korporasi terhadap tindka pidana
pertambangan mineral dan batubara pada perkara Nomor 41/Pid.B/LH/2021/PN.
Lss. berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang
bukti yang diajukan di persidangan dan dakwaan oleh Penuntut Umum,
pertimbangan majelis hakim, maka dinyatakan bahwa Sukarman terbukti bersalah
melakukan tindak pidana
pidana dalam dakwaan tunggal Pasal 158 Jo Pasal 33 Undang-Undang Mineral dan
Batubara. Akibat Hukum Perusahaan PT. Mega Buana Mineral Yang Tidak
Memiliki IUP dalam Tindak Pidana melakukan Penambangan Tanpa Izin
Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan beserta keterangan-
keterangan dari para saksi  saksi dan keterangan Terdakwa sendiri serta barang
bukti yang diajukan ke persidangan bersesuaian sehingga Majelis Hakim
berkesimpulan bahwa unsur-unsur dalam pasal yang didakwakan tersebut telah
terpenuhi oleh perbuatan terdakwa. Dengan terpenuhinya semua unsur-unsur dalam
Pasal 158 Jo Pasal 33 Undang-Undang Mineral dan Batubara, tentang Pertambangan
Mineral dan Batubara dalam diri terdakwa, Majelis Hakim tidak menemukan adanya
alasan pemaaf/pembenar yang dapat menghapus sifat melawan terdakwa, dengan
demikian perbuatn terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah
melakukan tindak pidana seperti dakwaan tersebut.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana, Tindak Pidana Korporasi,
Tindak Pidana Pertambangan Mineral dan Batubara.



ABSTRACT

The development of criminal acts of mining without a permit along with the times
has become increasingly common, one of which is the incident of a company
director committing the criminal act of mining without a permit, a crime that is
currently occurring, especially mineral and coal mining, as in case Number
41/Pid.B/LH/2021/PN Lss. The main problem examined in this thesis is how
responsible corporate criminals are for mineral and coal mining crimes and what
are the legal consequences for the PT Company. Mega Buana Mineral, which does
not have an IUP, is it a crime to carry out mining without a permit? The legal
research method used is the normative juridical legal research method, namely
legal research that uses secondary data or data sources originating from library
materials (library research), namely research carried out by conducting research on
various reading sources such as books, various literature. , statutory regulations
and through electronic media (internet). Accountability of perpetrators of corporate
crimes for mineral and coal mining crimes in case Number 41/Pid.B/LH/2021/PN.
Lss. based on the testimony of witnesses and the Defendant and taking into account
the evidence presented at the trial and indictment by the Public Prosecutor, the
consideration of the panel of judges, it was stated that Sukarman was proven guilty
of committing the criminal act of "mining without a permit" as regulated and
punishable by criminal charges in the single indictment Article 158 Jo Article 33
Mineral and Coal Law. Legal Consequences of PT Company. Mega Buana Mineral,
which does not have an IUP, in the crime of carrying out mining without a permit,
based on the facts revealed at the trial, along with statements from witnesses and the
defendant's own statement, as well as the evidence presented at the trial, are
consistent so that the panel of judges concluded that the elements- The elements in
the article charged have been fulfilled by the defendant's actions. By fulfilling all the
elements in Article 158 in conjunction with Article 33 of the Mineral and Coal Law,
concerning Mineral and Coal Mining in the defendant's person, the Panel of Judges
did not find any excuse/justifying reason that could erase the character against the
defendant, thus the defendant's actions were clearly proven. valid and convincingly
guilty of committing a criminal act as stated in the indictment.

Keywords: Responsibility Of Criminal Actions, Corporate Crimes, Mineral and
Coal Mining Crimes.
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Harta benda dalam perkawinan dibagi menjadi dua bagian yaitu harta bersama dan
harta pribadi. Harta bersama adalah harta yang diperoleh dalam masa perkawinan
tanpa mempermasalahkan siapa yang memperoleh barang tersebut. Apabila
terdapat pihak yang ingin melakukan tindakan hukum atas harta bersama tersebut,
baik oleh suami maupun istri, maka ia haruslah mendapatkan persetujuan dari
pasangannya sebagaimana diatur dalam Pasal 36 ayat (1) UU Perkawinan. Namun,
tidak terdapat ketentuan lebih rinci yang mengatur sejauh apa persetujuan pasangan
harus disyaratkan. Tidak adanya ketentuan tersebut membuat praktik yang
dilakukan oleh notaris ataupun masyarakat pada umumnya terkadang berbeda-beda
dalam mengklasifikasikan transaksi yang membutuhkan persetujuan pasangan dan
mana yang dianggap tidak perlu membutuhkan persetujuan, khususnya mengenai;
transaksi yang tidak mengakibatkan peralihan kepemilikan atas harta bersama.
Tesis ini, melakukan analisis terhadap keabsahan perjanjian sewa menyewa
terhadap objek harta bersama setelah adanya Putusan Pengadilan Nomor
667/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Sel). Metode Penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis
normatif dengan menggunakan data sekunder yang diperoleh dengan studi
kepustakaan, yang kemudian dianalisis secara kualitatif, dan selanjutnya disajikan
secara preskriptif. Tesis ini menyimpulkan bahwa keabsahan perjanjian sewa
menyewa harta bersama yang dilakukan oleh YED sebelum adanya Putusan
Pengadilan mengenai pembagian harta bersama adalah sah apabila terdapat surat
kuasa/persetujuan pasangan sebagai dasar untuk melakukan sewa menyewa harta
bersama.

perlindungan hukum
terhadap penyewa harta bersama sebelum adanya Putusan Pengadilan hanya dapat
diberikan kepada penyewa yang menerapkan asas itikad baik dalam melakukan
perjanjian sewa menyewa, sehingga fungsi hukum untuk memberikan perlindungan
hukum kepada tiap-tiap warga negara yang hak-haknya dilanggar dapat terwujud.

Kata Kunci: Akibat Perdamaian; Sewa Menyewa Harta Bersama
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ABSTRAK

(A) Nama :  Abd. Latip Lestaluhu, NIM: 208211004
(B) Judul Disertasi  :  Penerapan Tanggung Gugat Dalam Pasal 48 Ayat (4)

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.05/2018
Akibat Eksekusi Jaminan Fidusia Oleh Penagih Hutang
(Debt Collector) Selaku Kuasa Perusahaan Pembiayaan
Konsumen

(C) Halaman : xii + 388 halaman (2024)
(D) Kata Kunci  : Tanggung gugat, perusahaan pembiayaan konsumen,

eksekusi jaminan fidusia, debt collector
(E) Abstrak :  Kewajiban penagihan terhadap hutang debitur ditegaskan

Pasal 47 POJK nomor 35 tahun 2018. Penagihan oleh
perusahaan pembiayaan konsumen biasanya menggunakan
jasa penagih hutang (debt collector) atas pertimbangan
efektifitas dan efisiensi. Penagihan termasuk di dalamnya
eksekusi jaminan fidusia seringkali berakibat gugatan di
pengadilan. Sementara itu Pasal 48 ayat (4) POJK tersebut
beserta penjelasannya membebankan pertanggungjawaban
atas dampak penagihan kepada perusahaan pembiayaan,
sepanjang tindakan penagih hutang (debt collector) sesuai
dengan perjanjian kerjasama dengan perusahaan
pembiayaan. Sebaliknya pertanggungjawaban akan
dibebankan kepada penagih hutang (debt collector) jika
melanggar perjanjian.
Rumusan masalah berdasarkan latar belakang penelitian di
atas, yaitu : 1) Bagaimana tanggung gugat dalam hukum
keperdataan di Indonesia. 2) Apakah ketentuan Pasal 48
ayat (4) POJK Nomor 35 Tahun 2018 telah sesuai dengan
prinsip tanggung gugat. 3) Bagaimana penerapan Pasal 48
ayat (4) POJK Nomor 35 Tahun 2018 dalam tanggung
gugat.
Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum
empiris dengan spesifikasi penelitian deskriptif. Adapun
bahan hukum primer diperoleh melalui wawancara, angket
serta pengamatan dilapangan. Sedangkan bahan hukum
sekunder diperoleh melalui studi pustaka berupa
penelusuran literatur, peraturan perundang-undangan dan
putusan pengadilan.
Hasil penelitian menunjukan : Pertama, tanggung gugat di
Indonesia didasarkan pada adanya perbuatan wanprestasi
dan perbuatan melawan hukum termasuk tanggung gugat
yang dipertajam akibat perbuatan melawan hukum. Kedua,
Pasal 48 Ayat (4) POJK Nomor 35 Tahun 2018
bertentangan dengan prinsip tanggung gugat mutlak (strict
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liability) sebagaimana Pasal 1367 ayat (3) KUHPerdata dan
juga doktrin vicarious liability sebagai bagian dari prinsip
tanggung jawab mutlak (strict liability). Ketiga, Pasal 48
ayat (4) POJK nomor 35 tahun 2018 tidak dapat diterapkan
karena bertentangan dengan norma yang lebih tinggi,
yurisprudensi Mahkamah Agung, nilai keadilan, dan prinsip
vicarious liability sebagai bagian dari prinsip tanggung
jawab mutlak (strict liability). Hal ini dikarenakan
ketentuan ini bersifat umum sehingga tidak terdapat
spesifikasi jenis dan subjek pertangungjawaban.

63 Acuan : 59 Buku (1982-2022), 64 Artikel/jurnal, 9 Peraturan
Perundang-Undangan, 19 Putusan Pengadilan, 1 Kamus, 11 Internet dan 11
Lain-lain

(F) Pembimbing : Prof. Dr. Mella Ismelina F.R., S.H., M.Hum
(G) Penulis : Abd. Latip Lestaluhu
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ABSTRAK

Quantity Surveyor  (QS) merupakan cabang ahli dibidang konstruksi khususnya
di bidang Ekonomi Konstruksi dan Hukum Konstruksi. Rumusan masalah,
bagaimana peran profesi QS dalam mewujudkan kepastian hukum pada
pelaksanaan perjanjian konstruksi di Indonesia? Bagaimana fungsi konsep
pengendalian biaya, mutu dan waktu dalam mewujudkan kepastian hukum pada
pelaksanaan perjanjian konstruksi di Indonesia? Bagaimana pengaturan yang ideal
terkait peranan profesi QS dalam mewujudkan kepastian hukum pada pelaksanaan
perjanjian konstruksi di Indonesia? Jenis methode penelitian menggunakan yuridis
normatif dengan spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analitis, menggunakan
data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, sekunder dan tersier, dengan
teknik pengumpulan data berdasarkan study  kepustakaan dan wawancara untuk
mempertegas obyek penelitian, dianalisis secara yuridis kualitatif, dengan pola
pikir deduktif sebagai cara penarikan simpulan. Hasil penelitian menunjukkan
bahwa peran QS sangat dominan dan strategis dalam mewujudkan kepastian
hukum dalam pelaksanaan perjanjian konstruksi di Indonesia, konsep
pengendalian biaya, mutu dan waktu dalam mewujudkan kepastian hukum dalam
pelaksanaan perjanjian konstruksi wajib menghindari potensi grey in-charge ,

- - . Penyelesaian masalah tersebut dapat
diselesaikan secara litigasi atau non-litigasi. Pemerintah hendaknya hadir dan
menyiapkan payung hukum yang mengatur peran, fungsi, dan tanggung jawab
profesi QS dalam mewujudkan kepastian hukum pada pelaksanaan perjanjian
konstruksi di Indonesia.

Kata Kunci: Quantity Surveyor  (QS), Perjanjian Konstruksi, Kepastian Hukum
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ABSTRACT

(A) Name :  Suwinto Johan
(B) Title :  Application of the Principle of Balance and the Principle

of Justice in Loan Agreements on Bankruptcy and PKPU
(C) Page :  xvii + 305 page + 2024
(D) Keywords :  Justice, Bankruptcy, Balance, Loans, PKPU
(E) Content Abstract : Bankruptcy and Postponement of Debt Payment

Obligations (PKPU) have become a topic of discussion that has attracted the
attention of business people and business law practitioners. Many creditors
and debtors do not obtain the rights as they should. The distribution of
bankruptcy proceeds and the PKPU peace proposal do not reflect the rights
and obligations of creditors and debtors. However, bankruptcy and PKPU
have become a solution for default debtors. Bankruptcy and PKPU are one
way to save the company. Peace proposals in PKPU must be able to uphold
the interests of creditors, debtors and also related parties. The principle of
justice and the principle of balance need to be the foundation in order to
achieve homogolation. The settlement proposal must be able to take into
account the interests of all parties. In providing the best PKPU solution, the
parties need to pay attention to the maturity of the debt, the amount of the
discount or discount given to the importance of the loan to the company's long-
term sustainability. If the loan has a large influence, then the company must
pay attention to the debt. Several PKPU principles or debt guarantees need to
be the basis for consideration in the framework of the homologation proposal,
namely the cross-collateral principle, the negative pledge principle, the pari
passu pro rata parte principle, the negative pledge principle and others. This
research uses normative and also descriptive juridical research methods. This
study concludes that the classification of creditors needs to be reviewed,
settlement of creditors' debts needs to be adjusted to the flexibility provided by
creditors and several articles in the Bankruptcy Law and PKPU need to be
reviewed according to existing conditions.
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